
CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MUNA BARAT TAHUN 2025

TUJUAN
1. Memperkuat ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan

SASARAN
1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan
2. Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha dalam masyarakat
1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah
2. Meningkatkan transparasi dan kualitas pelayanan publik

TUJUAN
1. Meningkatkan Transparasi dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

SASARAN
1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan dan Nonperizinan
2. Meningkatnya Realisasi Investasi
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penanaman Modal

INDIKATOR
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non perizinan
2. Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi
3. Predikat SAKIP OPD

PROGRAM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PROGRAM
PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
MODAL

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. 1. Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan
2. 1. % pelaku usaha yang memperoleh
Izin/non izin usaha melalui layanan Sapu
Kampung

3. 1. Jumlah Investor Nasional
baru yang menjalankan usaha

4. 1. % kepatuhan pelaku usaha sesuai
aturan/ perjanjian

5. 1. Jumlah Sistem
Informasi Perizinan dan
Non perizinan yang
Terintergrasi secara
elektronik

6. 1. Jumlah pelaku usaha yang memperoleh insentif
meningkat produktifitasnya sesuai perda iklim usaha

KEGIATAN

1. 1. Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1. 2. Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

1. 3. Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

2. 1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3. 1. Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

4. 1. Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5. 1. Pengelolaan Data
dan Informasi Perizinan
dan Nonperizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

6. 1. Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
Dibidang
Penanaman
Modal yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

6. 2. Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

1. 4. Administrasi Umum
Perangkat Daerah

1. 5. Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1. 6. Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. 1. Nilai AKIP OPD
2. 1. % Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Keuangan

3. 1. % Administrasi
Pegawai yang terpenuhi

1. 1. % Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan yang Tepat Waktu

1. 1. Jumlah Promosi yang
Memperoleh Respon dari Calon
Investor

1. 1. % Kegiatan Penanaman Penanaman
Modal yang Terkendali

1. 1. Jumlah Pelaku Usaha
yang Menggunakan Data
dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Terintegrasi

1. 1. Jumlah
Kebijakan
daerah yang
mendukung
pemberian
fasilitasi/insentif
kemudahan
investasi

2. 1. Jumlah Dokumen Potensi
Investasi yang tersedia

4. 1. % Barang
Administrasi Umum yang
Tersedia

5. 1. % Barang Milik Daerah
yang Terpenuhi

6. 1. % Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah yang Terpenuhi

SUB KEGIATAN



1. 1. 1. Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

1. 1. 2. Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

1. 1. 3. Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

2. 1. 1.
Penyediaan
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
melalui Sistem
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
Terintegrasi
secara
Elektronik

2. 1. 2.
Pemantauan,
analisis,
evaluasi, dan
pelaporan di
bidang
perizinan
berusaha
berbasis risiko

2. 1. 3.
Penyediaan
dan
pengelolaan
Layanan
konsultasi
perizinan
berusaha
berbasis
risiko

3. 1. 1.
Pelaksanaan
Kegiatan
Promosi
Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kota

3. 1. 2.
Penyusunan
Strategi Promosi
Penanaman
Modal
Kewenangan
Kabupaten/Kota

4. 1. 1.
Penyelesaian
Permasalahan
dan Hambatan
yang dihadapi
Pelaku Usaha
dalam
merealisasikan
Kegiatan
Usahanya

4. 1. 2.
Bimbingan
Teknis
kepada
Pelaku
Usaha

4. 1. 3.
Pengawasan
Penanaman
Modal

5. 1. 1. Pengolahan,
Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan
Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

6. 1. 1.
Penetapan
Kebijakan
Daerah
Mengenai
Pemberian
Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan
Penanaman
Modal

6. 1. 2.
Fasilitasi
Kemitraan yang
dilakukan oleh
Pemerintah
Kabupaten/Kota

6. 2. 1. Penyusunan
Rencana Umum
Penanaman Modal
Daerah
Kabupaten/Kota

1. 1. 4. Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

1. 1. 5. Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

1. 1. 6. Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD

2. 1. 4.
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
Daerah

6. 2. 2.
Penyusunan
Peta Potensi
Investasi
Kabupaten/Kota

1. 1. 7. Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1. 2. 1. Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

1. 2. 2. Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

1. 2. 3. Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

1. 2. 4. Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1. 2. 5. Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

1. 2. 6. Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

1. 2. 7. Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

1. 2. 8. Penyusunan
Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran

1. 3. 1. Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya

1. 3. 2. Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja Pegawai

1. 3. 3. Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

1. 4. 1. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

1. 4. 2. Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

1. 4. 3. Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

1. 4. 4. Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

1. 4. 5. Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

1. 4. 6. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

1. 4. 7. Penyediaan
Bahan/Material

1. 4. 8. Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. 5. 1. Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

1. 5. 2. Pengadaan Mebel 1. 5. 3. Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

1. 5. 4. Pengadaan
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

1. 5. 5. Pengadaan Sarana
dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

1. 5. 6. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

1. 6. 1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

1. 6. 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

1. 6. 3. Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

1. 6. 4. Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

1. 7. 1. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

1. 7. 2. Pemeliharaan Mebel
1. 7. 3. Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

1. 7. 4.
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

1. 7. 5.
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

1. 7. 6.
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

INDIKATOR SUB KEGIATAN



1. 1. 1. Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

1. 1. 2. Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

1. 1. 3. Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

2. 1. 1. Jumlah
Pelaku Usaha
yang
Mendapatkan
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
melalui Sistem
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
Terintegrasi
secara
Elektronik

2. 1. 2. Jumlah
Kegiatan Usaha
yang mendapat
pemantauan,
analisis,
evaluasi, dan
pelaporan di
bidang
perizinan
berusaha
berbasis risiko
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
bagi Kegiatan
Usaha Dari
Pelaku Usaha

2. 1. 3.
Jumlah
Pelaku
usaha yang
Memperoleh
Layanan
Konsultasi
Perizinan
Berusaha
melalui
Sistem
Perizinan
Berusaha
Berbasis
Risiko
Terintegrasi
secara
Elektronik

3. 1. 1. Jumlah
Dokumen Hasil
Kegiatan
Promosi
Penanaman
Modal
Kabupaten/Kota

3. 1. 2. Jumlah
dokumen strategi
Promosi
Penanaman
Modal Kab/Kota

4. 1. 1. Jumlah
Penyelesaian
Permasalahan
dan Hambatan
yang dihadapi
Pelaku Usaha
dalam
merealisasikan
Kegiatan
Usahanya

4. 1. 2.
Jumlah
Pelaku
Usaha yang
Mengikuti
Bimbingan
Teknis/
Sosialisasi
Implementasi
Perizinan
Berusaha
Berbasis
Risiko dan
Pengawasan
Perizinan
Berusaha
Berbasis
Risiko

4. 1. 3.
Jumlah
Kegiatan
Usaha dari
Pelaku
Usaha yang
Telah
Dianalisa
dan
Diverifikasi
Data, Profil
dan
Informasi
Kegiatan
Usaha dari
Pelaku
DIlakukan
Inspeksi
Lapangan ;
serta
DIlakukan
Evaluasi
Penilaian
Kepatuhan
Pelaksanaan
Perizinan
Berusaha

5. 1. 1. Jumlah Data dan
Informasi Perizinan
Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan

6. 1. 1. Jumlah
Peraturan
Daerah/Provinsi
dalam
Pemberian
Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan
Penanaman
Modal

6. 1. 2. Jumlah
Kesepakatan
Kemitraan
antara Usaha
Besar
(PMA/PMDN)
dengan UMKM
di daerah

6. 2. 1. Jumlah
Peraturan Daerah
(Perda) Rencana
Umum Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kota

1. 1. 4. Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

1. 1. 5. Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

1. 1. 6. Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

2. 1. 4. Jumlah
Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penentapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
yang menjadi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

6. 2. 2. Jumlah
Dokumen Peta
Potensi
Investasi
Kabupaten/Kota

1. 1. 7. Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1. 2. 1. Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN

1. 2. 2. Jumlah Dokumen
Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

1. 2. 3. Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

1. 2. 4. Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

1. 2. 5. Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

1. 2. 6. Jumlah Dokumen
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Pemeriksaan

1. 2. 7. Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

1. 2. 8. Jumlah Dokumen
Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran

1. 3. 1. Jumlah Paket
Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan

1. 3. 2. Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

1. 3. 3. Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

1. 4. 1. Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

1. 4. 2. Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1. 4. 3. Jumlah Paket
Peralatan Rumah Tangga
yang Disediakan

1. 4. 4. Jumlah Paket
Bahan Logistik Kantor
yang Disediakan

1. 4. 5. Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan yang
Disediakan

1. 4. 6. Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan



1. 4. 7. Jumlah Paket
Bahan/Material yang
Disediakan

1. 4. 8. Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. 5. 1. Jumlah Unit
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Disediakan

1. 5. 2. Jumlah Paket
Mebel yang Disediakan

1. 5. 3. Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya yang
Disediakan

1. 5. 4. Jumlah Unit
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1. 5. 5. Jumlah Unit
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1. 5. 6. Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan

1. 6. 1. Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

1. 6. 2. Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

1. 6. 3. Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1. 6. 4. Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

1. 7. 1. Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

1. 7. 2. Jumlah Mebel yang
Dipelihara

1. 7. 3. Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara

1. 7. 4. Jumlah Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1. 7. 5. Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1. 7. 6. Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

                  

                 
Muna Barat,
18/3/2025

                 

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN PTSP

                  
                  
                  

                 
DRS. LA ODE
HANAFI

                 
Pangkat: Pembina
Utama Muda, Gol. IV

                 
NIP :
196612311994031094

Dicetak melalui https://munabarat.esakip.com/laporan/laporan-lainnya/export/pdf          


